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PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2OT2

TENTANG

PEMBERLAKUAN SECAM MUTANS MUTANDIS PERATURAN I\4ENTERI DAI.AM NEGERI
NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASA.R PENGENMN P/UAK

KENDARMN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA h:ENDI\RMN BERMOTOR

Menimbang

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 ltyat (1) F'eraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2:012 Terntang Perhitungan

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bernrotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, maka perlu memberlakukan secar€r mutatis

mutandis Peraturan Menteri Dalam trlegeri dimaksud dengan

Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dirnaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalc, tentilng

Pemberlakuan secara Mutatis Mutandis Peraturcn Menteri Dalam

Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang F€rhitungan Dasar

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balikr Nama

Kendaraan Bermotor;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 200t0 tentang Pemllentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Nlegara Reputllik Irrdonesia

Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penru.riksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan l\egara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahurn 2004 Nomror 66, Tirmbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia t\lomor 2t400); I
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3 . Undang-Undang Nomor 32 Tahurr 20Qr4 tenlang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonresia I ahtln 2004

Nomor !25, Tambahan Lembaran Negara t{epublik tndonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubaf' terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12'Tahun 2008 tentang Ferubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor :12 Tahun t1004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Flepublik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Le,mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor a$a$;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20'04 tentang Perirnbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dian Pemerintahalt Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nc'mor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomrc,r 4+38);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentarrg Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repulrlik Inclonesia Tahun 2009

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara llepublik Indonesia

Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentary; Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rupublik Inrlonesia T;thun :1009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik nndonesia

Nomor 50a9);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indones;iia l{omor 29

Tahun 2AL2 tentang PenghitunEan Dasar Pengenaan F'ajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik l',lama Kendarcan Elermotor.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang F'embagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatrenlKota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nsrnor 82, 
-l-ambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 47i17);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nornor 5 -fahun 2011 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun ,2011

Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provin:si Gorontalo

Nomor 03); -)
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Menetapkan

MEMUTUSMN :

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBERI.AKIJAN

SECARA SECARA MUTANS MUTANDIS PERATUMN MENTEIII DALAM

NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGH]TL'NGT.N DASAR

PENGENMN PA]AK KENDARMN BERMOT(]R DAhI BEA BAI-IK NI\MA

KENDERJMN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Grlrontalr)

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bese,ta oerangkat

Daerah otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daeral'r Pro'uinsi

Gorontalo

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan F'erwal<ilan

Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daererh Provinsi Goronl:ialo

6. Badan adalah Badan Keuangan Daerah F'rovinsi Gorontalo

7. Kenderaan Bermotor adalah semua kr:ndarailn betod;t bes;efta

gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan clarat dan

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atiru peralatan

lainnya yang befungsi untuk mengubah suatu sumber da'1a energi

teftentu menjadi tenaga gerak kenderaan bermolrrr yang

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidalr: melekat

secara permanen sefta kenderaan bermotor yang dioperas,ikan

di air.

8. Kenderaan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kenderaan yang

digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang denigan dipungut

bayaran.

9. Pajak Kenderaan Bermotor, yang selanjullnya disingkat PF.l3, adalah
pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kenderaern bermotor.

10. Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor, y'ang selanjutnya disingkat

BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik llrenderaan

bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbu;atanl
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sepihak atau keadaaan yang terjadi karena jual tleli, tukar rnenukar,

hibah, warisan, atau pemasukan kedalam lbadan usaha.

11. Kenderaan bermotor ubah bentuk adalah kenderaan bermrltor yang

mengalami perubahan teknis daniatau serta pen$gunaanya.

12. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat

berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda

dan motor dan tidak melekat secara permilnen.

13. Nilai Jual Kenderaan Bermotor, yang selanjutnya disingllat NJKB,

adalah Harga Pasaran Umum atas suatu krenderainn berrnotor.

14. Harga Pasaran Umum, yang selanjutny'a disingkat HPIJ, adalah

harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data y'ang

akurat.

15. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau taltun y'ang

ditetapkan berdasarkan registrasi dan ident,ifikasi oL:h pihak

berwenang.

16. Umur rangkalbody adalah umur kenderaan bermotcrr di air y'ang

dihitung dari tahun pembuatan rangkalbody.

17. Umur Motor adalah umur motor kenderaan berrmotclr di air y'ang

dihitung dari tahun pembuatan.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN

DASAR PENGENMN PKB DAN BBNKEI

Bagian Kesatu

Pasal 2

Kendaraan Bermotor selain kendaraan Bermotor yanll dioperasil<an di Air

dan Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar

Pasal 3

(1) Penghitungan Dasar Pengenaan PKB diteterpkan berdasarkan

perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :

a. NJKB; dan

b. Bobot yang mencerminkan secara relatlive tingkat kerusakan jalan

dan/atau pencemaran lingkungarr akibat penr;gunaan kendaraan,

bermotor, J
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(2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat, (1) huruf er ditetapkan

berdasakan HPU atas suatu kendaraan bermrctor pilda minr3gu
pertama bulan Desember tahun 2011.

(3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat; (1) huruf b dinyatakan

dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1
(satu).

(4) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebaqaimana dimaks;d pada

ayat (3) berafti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lirrr;kungan
oleh penggunaan kendaraan bermotor dianggap masih dalilm batas
toleransi.

(5) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagairnana dimaksud pada ayat
(4) berafti penggunaan Kendaraan Bermotor clianggap rnerewati

batas toleransi.

(6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) irnelalui penetapan

sebagai berikut :

a. sedan, jeep, minibus, microbus, bus, sepreda motor dan

sejenisnya sebesar 1 (satu); dan

b. mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiqa).

Pasal 4

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan cliluar jalarr umum,
dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

Pasal 5
NJKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (:z) dijarjikern dasar
pengenaan BBN-KB.

Pasal 6
(1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan brermotor angkrutan umum

orang ditetapkan sebesar 600/o (enam puluh persen) dari dasar
pengenaan PKB.

(2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotrcn angkutan
umum orang ditetapkan sebesar 600/o (enam puluh pers3rn) dari
dasar pengenaan BBN-KB

(3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor- angkutarr umum
barang ditetapkan sebesar 80o/o (delapan puluh persen) deri
pengenaan PKB.

dasar
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(4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan termotor arngkutan
umum barang ditetapkan sebesar 80o/o (delapan puluh persen) dari
dasar pengenaan BBN-KB

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk.

Pasal 7

NJKB ubah bentuk sebagai dasar perhitungan pKB dan BBN-KB
ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJTKB dengan nilai jual ubah
bentuk.

Pasal 8
Penetapan perhitungan dasar pengenaan pajak Kendaraan llermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis roda Dua yangr dirubah
bentuk atau dirakit sedemikian rupa, maka ber;arnya nilai jual clitambah
sebagai berikut :

a. tahun pembuatan20L2 sebesar Rp. 2.500.000,-
b. tahun pembuatan 2011 sebesar Rp. 2.000.000,-
c. tahun pembuatan 2010 sebesar Rp. 1.500.0Ct0,-
d. tahun pembuatan 2009 ke bawah sebesar Rp. 1.000.000,-

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan di Air

Pasal 9
(1) Perhitungan dasar pengenaan pKB dan EiBN-KB untuk kendaraan

bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan trercliasarkan
penjumlahan nilai jual rangka lboay dan nilai jual motor penggerak
kendaraan bermotor di air.

(2) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berda:;arl:ian Hpu
atas suatu kendaraan bermotor yang diioperasikan di air pada
minggu peftama bulan Desember Tahun 2011.

(3) Nilai jual rangka lbody kendaraan bermotor yang dioperasikrn di air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1.1 dibedakan menurrut .1enis, isi
kotor (GT/gross tonnage) antara G-lf 5 samplai
Gf 7, fungsi, dan umur rangka/body.

rjenoan
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(4) Nilai jual motor penggerak kendaraan berrnotor yang diope'asikan di

air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menttrut daya

kudalhorse power dan umum motor.

Pasal 10

(1)Jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di air :;ebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibedakan berdilsarketn jenis bahan

konstruksi rangka/body, yaitu :

a. kayu;

b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan

c. besi, baja, ferrocement, dan sejenisnya.

(2) Penggunaan kendaraan bermotor yang diopera:;ikan di air

dikelompokkan berdasarkan fungsi :

a. angkutan penumpang dan/atau barang;;

b. penangkap ikan

c. pengerukan; dan

d. pesiar, olah raga atau rekreasi.

Pasal 11

NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air :sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan

BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang diopc'rasikan di air

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat diln

Alat-alat Besar

Pasal 12

(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-N.B untuk llendaraan

bermotor alat-alat berat dan ala-alat besar ditetapkan berdasarkan

NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.

(2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana cliinal<sud pada

ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPL, atas sualiu llendaraan

bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar pa(la minggLt pertama

bulan Desember 2011.

Pasal 13

NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dirnakud dalam

Pasal L2 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan IBBN.KB untuk.

kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. __J
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BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, kepada Kepalil Badan
Keuangan Daerah provinsi untuk melaksanakan dan melaporkan
hasilnya kepada Gubernur Gorontalo.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pr-.raturan (iubernur

Nomor 20 Tahun 2011 tentang pemberlakuan secara Mutilt.is lvlutandis
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 21011 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan pajak Kendarraan Elermotor rlan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatatan ticlak berlaku.

Pasal 16
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangrgal di t,etapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkarn pelngundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Brenita Daerah
Provinsi Gorontalo.

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 26
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
26 Juni 2012

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
26 Juni 2012


